LAMPIRAN VI Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 7 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

UPTB UPPD XXXXX

ALAMNMAT
Website : bappenda_-mntbprov.go.id, e-rmail :
Uptb uppd, tanggal bulan tahun
Nomor : Kepada
Sifat : Segera Yth. Saudarali.
Perihal : Surat Teguran
Pajak Kendaraan Bermotor di -

Tempat

Berdasarkan data yang ada pada kami, bahwa kendaraan bermotor milik Saudara
dengan identitas sebagai berikut:
- Nomor Polisi
- Merk/ Tipe
- Pokok Pajak : Rp.

Belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhitung
masa laku pajak terakhir tanggal bulan tahun

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara segera membayar
kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor sejak diterimanya Surat Teguran ini dengan rincian

Jumlah Pokok Tunggakan = Rp
Jumlah Denda Tunggakan = Rp
JUMLAH = Rp

Jumlah PKB terutang dapat berubah yang disebabkan adanya kekeliruan data
pada kami dan atau perubahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Jumlah tersebut belum
termasuk pungutan lainnya oleh Kepolisian dan Jasa Raharja. Apabila Saudara telah
membayar sebelum Surat Teguran ini diterima, kami mohon maaf dan surat ini dapat
diabaikan.

Uptb uppd, tanggal bulan tahun
An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH
PROVINSI NTB
KEPALA UPTB UPPD XXXXXXX
NIP.

-------------------------------------------------------------------------- POTONG DISINI
TANDA TERIMA/ BERITA TERIMA SURAT
NOMOR SURAT
NOPOL
NAMA PEMILIK Penerima
ALAMAT
MERK/ TIPE
KETERANGAN ( )
SUDAH DIJUAL RUSAK BERAT/ APKIR

HILANG/ MUSNAH SUDAH DIJUAL KE :



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI



